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KARENA PERUSAHAAN PAILIT, BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

ez pes 3l il ey
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,
Menimbang : a. bahwa produk Asuransi Jabatan dan PHK karena perusahaan pailit
sudah dijalankan, namun ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud)

produk asuransi jabatan dan PHK karena perusahaan pailit
berdasarkan prinsip Syariah belum diatur dalam fatwa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam
huruf a, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang
Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Karena Perusahaan Pailit Berdasarkan Prinsip Syariah untuk dijadikan
pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT:
a. Q.S. al-Ma’idah (5): 1:
- 23aadl 1535 13T G301 LA
“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”
b. Q.S. al-Isra’ (17): 34:
o Yhas OF Sialt &) wially 135505,

“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan
dimintai pertanggungjawaban...”

c. Q.S. al-Bagarah (2): 283:
455 A il AR G o 01 35416 L Sy Gl G5

“...Maka, jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan
hendakiah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

d. Q.S. an-Nisa” (4): 29:
b B3l 085 T Y1 Jelully oy 05l 5RG Y 3T Gl g
< it
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“Hai orang vang beriman! Janganlah kalian memakan
(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa
perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian....”

e. Q.S. Maryam 9 (19): 5-6:
Go G5 SB0 Ga ] g bale Sl i3 63 e (sl Lids Sl
Lz S5 a5 Si9dad JT e 235 g3
“Dan  sesungguhnya aku khawatir  terhadap  mawaliku
sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka
anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan

mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'qub; dan
Jjadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhai”

f. Q.S. Al-Maidah (5): 2:
il &)l 155515 o l5aalth @yl e 15555 5 638515 2t e 15351835
“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong menolon gdalam berbuat dosa dan

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya”.

g. Q.S. Al-Hasyar (59): 18:
X &) 163515 0 25 U (i shasal i 15330 13T o G g
C) ’],a z L’o./: 9-:1

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2. Hadis Nabi s.a.w.:
a. Hadis riwayat Imam at-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Aufr.a.;

Oealidls (Lahs a1 51 W 335 elie ) Gaeledl G S5 el

Gha a1 3105 255 i Y] adogids e
“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah uniuk
mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram;
dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.”

b. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar r.a.:
By Camy o1 (38 5520 ¥ ohak

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. ”
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c. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu
Sa’id al-Khudri r.a., Nabi s.a.w. bersabda:

ESERE M S EEAFIAIRE

“Siapa saja  yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah
upahnya.”

d. Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa’id al-Khudri r.a.:
ol i (1 il (e L G - 4l AU (0 0500 piae O B2
5) GUGS b TE L phshds el coadl slanl e (2 Ji 1551 alis il
(g3 (31 150085 5 31 516153 Com o8 (3 150083 L 215yl S £
1525 (i 15 L) o i 43 s Sta W lacsd o (i ¥

o 35 Y i0Es (L 1530 6 aiss 4865 faks (obA AL
4B T AT g IG5 Sowiad byilad (i agle & o 200 gL

e 52 515
Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a, “Sekelompok sahabat
Nabi s.a.w. melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk
kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka.
Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu
bertanya kepada para sahabat: 'Apakah kalian mempunyai obat,
atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?’ Para sahabat
menjawab:  ‘Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau
mengobati  kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.’
Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah
ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan
mengumpulkan ludah, lalu ia ludahkan ke kepala kampung
tersebut; ia pun sembuh. Kemudian mereka menyerahkan
beberapa ekor kambing. Para sahabat berkata, 'Kita tidak boleh
mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi s.a.w.
Beliau tertawa dan bersabda, "Bagaimana kalian mengetahui
bahwa surat al-Fatihah adalah rugyah? Ambillah kambing-
kambing tersebut dan berilah saya bagian.”

e. Hadis Riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Jabir bin
Abdillah r.a.:

aile 2 Jio <) sy O 06 (i S0 (o Ul ik 0 i3 G2
1385 1385 1385 Slitkee T 35 il Jla Gels 38 30 J 06 plas
S5 50T O il 06 5155 g sl Gt i 1 gy o 415
£ 1 goliTe e s e o o 0 o Se 40 236 o
il 0 Gele 25 535 J 06 8 55 alag sk 2 e <1 a2 )
s d Olas FTSICHETY LTS J OGS 138k 13583 13K il

Lo (ks L Gz ls Lo fuad (2 1315 122000 (1R
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Dari Jabir bin ‘Abdillah r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. berkata
kepadaku. “Seandainya tiba kepada kita harta dari negeri Bahrain,
aku  pasti  memberimu  sekian,  sekian dan  sekian”.
Ketika Rasulullah s.a.w. telah meninggal dunia, dan datang harta
dari negeri Bahrain, Abu Bakar berkata: “Siapa yang telah
dijanjikan sesuatu oleh Rasulullah s.a.w. hendaklah menemui
aku”. Maka aku menemuinya lalu kukatakan:
“Rasulullah s.aw. pernah berkata kepadaku.: “Seandainya tiba
kepada kita harta dari negeri Bahrain aku pasti memberikan
kepadamu sekian, sekian dan sekian”. Dia berkata kepadaku:
“Ulurkan tanganmu”. Lalu aku mengulurkan kedua belah telapak
tanganku”. Lalu dia berkata kepadaku: “Hitunglah”. Aku
menghitungnya, ternyata jumlahnya lima ratus sehingga
keseluruhannya dia memberiku seribu lima ratus”.

f. Hadis Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Abu Dawud dari Ibnu
‘Umar r.a dan Ibnu ‘Abbas r.a:

S HEVEME R {RUA FESEA TR [RE S oS UINESSE

3005

Tidak diperbolehkan bagi seorang yang memberikan pemberian

atau hibah kemudian ia menarik kembali pemberiannya kecuali
pemberian orang tua kepada anaknya.

g. Hadis Nabi riwayat al-Hakim dan al-Baihaqi dari Ibnu Abbas r.a.:
AL 0 SR e . h B GG uid 6 L il
Clsa Ji3 2la5 « Slak 4B Glelds ¢ 2,58 118 Hliks

“Ambillah kesempatan dalam lima kondisi sebelum datang kondisi
lainnya: mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu,

kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu. dan
hidupmu sebelum matimu.”

. Kaidah fikih:
ey e 21205 325 ST Al Sl g b

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Lo

5 all X
Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan.
8 )5, 484 plall

Segala madharat (bahayva, kerugian) harus dihindarkan sedapat
mungkin.
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Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama; antara lain:

a. Pendapat [bn Qudamah:

(K5 liey all arle G (Lo 2301 O18 cJad 25 Jady (iS5 55553
Sy KN 035 19 90 Uy 3L e 3 555 )l 2ty § LA
¥ ) Dk &40 Jads oBalall (ald) Alak Sag (65 1 as

(21/\ ol A d ‘[Y 8 cf_ug..\_‘kj‘)\.) E_).ALE_H] cdalud
“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan
maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi s.aw. pernah
mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada
Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi’' untuk
melakukan gabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan.
Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut
sedekah (zakat) dan beliau memberikan upah kepada mereka.”

(Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004}, juz 6, h.
468).

b. Pendapat Ibn Qudamah:
W 531 dhe 4 L5 A0 J355 LS g (LiSe) 0 (&) sl
Sz Y sl s Bialall] (Aelus oY gall) Aas 4 (KG
(LY. .o

“(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada
orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan
akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh
melakukannya (mewakilkan kepada orang lain).” (Ibn Qudamah,
al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 470).

c. Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa’id
ra.:

’T -

) 33 253 5,59 AT 40 B350 BN 53 & & e 213 Ul 4
(OYYigm itz o [Voo o cluumdl jlo b alall] (sl jlagl

“Hadis Busr bin Sa’id tersebut menunjukkan pula bahwa orang
yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru’ (semata-mata
mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima
imbalan. "(Al-Syaukani, Nail al-Authar, [Kairo: Dar al-Hadits,
2000]. j. 4, h. 527).

d. Pendapat Wahbah al-Zuhaili:
ki by AN 4305 Sl (K 0¥ ) e 03 BB (el
RS A UNER RSN B2 PSR S ES (L PEPE Y

“Tidak diragukan lagi bahwa asuransi ta’awuni (tolong-
menolong) dibolehkan dalam Islam, karena hal itu termasuk akad
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Tabarru’ dan sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan
karena setiap peserta membayar kepesertaaannya secara sukarela
untuk meringankan dampak risiko dan memulihkan kerugian yang
dialami salah seorang peserta (asuransi).” (Wahbah al-Zuhaili,
al-Figh al-Islami, cet. IV tahun 1997, juz V/3416)

e. Pendapat Husain Hamid Hasan:
A BN G 1 palt e Dl 5 el § a0 el &
Aeglall s S (501 23880 e (i il o5 L1 (635
Asas pelarangan dalam asuransi (konvensional) adalah karena ia
mengandung (unsur) gharar, yang dilarang Allah SWT. Larangan
Allah SWT yang dimaksud disini adalah adanya gharar yang
diterapkan pada akad-akad pertukaran (mu’'awadhah). (Husain

Hamid Hasan, Hukmu al-Syari’ah al-Islamiyyah fi ‘Uquud al-
Ta’'miin, Darul I'tisham, 1976)

f. Pendapat Wahbah al-Zuhaili:
A A 5L el ) el A6 e i AT cans
(Ao ol Auag H9aSull 8 polall LJW ML)
“Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena
diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun

tanpa imbalan.” (Wahbah al-Zuhaili. al-Mu’amalat al-Maliyvah
al-Mu ashirah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 89)

L 6 il atle ) oo (o0 B 31 s (21 6501 e
ol ,ah QDK 0K 1315 L a0iak gl ey clBiiall aid) Wlak
il Y e gz edall zas AeSE) BB RS GASRS (Jaky)

(i COA -0 O'E ul{-")-]‘ 2\.5.:03)3.254JJ iﬂéi‘g ua)&w?“
“Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa
imbalan, hal itu karena Nabi s.aw. pernah mengutus para
pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau
memberikan imbalan kepada mereka... Apabila wakalah dilakukan
dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum

ijarah.” (Fath al-Qadir, juz 6, h. 2; Wahbah al-Zuhaili, a/-Figh al-
Islami wa Adillatuh, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], juz 5, h. 4058).

g. Pendapat AAOIFI No. 23, 4/4/1
3 405k oAy LS Alodlio 438 (05 KT c85 i 502 (Ll
Lol ol (5 Ly il GLAL K5 20555 53505 . 255 &
Lot o geadll s ) ¢330 35
“Pada dasarnya, dalam akad wakalah tidak ada batas waktu
berakhirnya tugas wakil, karena wakil dapat diberhentikan kapan

saja; akad wakalah boleh (juga) dibatasi waktunya apabila
disepakati oleh kedua belah pihak, dan dengan (kesepakatan itu)
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maka wakalah berakhir secara otomatis dengan berakhirnya
waktu (yang disepakati) tanpa perlu adanya permintaan
pembatalan dari salah satu pihak.”
2. Fatwa-Fatwa DSN-MUI:
a. No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;
b. No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi
Syariah
¢. No. SI/DSN-MUIIII/2006  tentang Akad  Mudharabah
Musytarakah pada Asuransi Syariah
d. No. 52/DSN-MUI/II/2006 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah
pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah
e. No. 53/DSN-MUV/III/2006 tentang Akad Tabarru” pada Asuransi
Syariah
f. No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Kontribusi
Tabarru® bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa
Perjanjian Berakhir
g. No: 113/DSN-MUV/1X/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah.
3. Rapat Konsinyering Bidang IKNB Syariah Badan Pelaksana Harian

DSN-MUI pada tanggal 17 — 18 Maret 2022 dan 7 — 8 Juni 2022 di
Cianjur.

4. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada
Kamis, tanggal 23 Dzulhijjah 1443 H /23 Juni 2022 M.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PRODUK ASURANSI JABATAN DAN PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA PERUSAHAAN PAILIT,
BERDASARKAN PRINSIP SYARTAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan  Asuransi Syariah adalah  perusahaan yang
menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah dan usaha asuransi
jiwa syariah, termasuk Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan.

o

Perusahaan adalah entitas baik berbadan hukum maupun tidak
berbadan hukum, yang melakukan kegiatan produksi, distribusi
dan/atau konsumsi baik barang dan/atau jasa yang mempekerjakan
pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
untuk mendapatkan keuntungan.

Peserta adalah pengurus dan pekerja pada Perusahaan.

4. Pengurus adalah Dewan Komisaris/Dewan Direksi/Pengawas
Perusahaan dan yang sederajat dengan itu.
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5. Pekerja adalah orang yang bekerja pada Perusahaan yang berhak
menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain.

6. Asuransi Jabatan (dengan dana investasi) adalah asuransi yang
dikaitkan dengan risiko keuangan Peserta yang timbul karena:

a. berhenti atau berakhir dari jabatannya, maka Peserta akan
memperoleh manfaat dana investasi Peserta beserta hasil
pengembangannya; atau

b. meninggal dunia, maka ahli warts akan memperoleh manfaat
asuransi dan dana investasi Peserta beserta hasil
pengembangannya.

7. Asuransi Jabatan (tanpa dana investasi) adalah asuransi yang
dikaitkan dengan risiko keuangan Peserta yang timbul karena
berhenti dari jabatannya.

8. Asuransi PHK karena pailit adalah asuransi yang dikaitkan dengan
risiko keuangan Peserta yang timbul akibat berhenti dari pekerjaan
karena perusahaan mengalami pailit/pembubaran sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

9. Asuransi Pembiayaan PHK adalah asuransi yang dikaitkan dengan
risiko keuangan Peserta yang timbul akibat berhenti dari pekerjaan
untuk menunaikan kewajiban pembiayaan/utang kepada pihak lain.

10. Hibah Mu allagah bi al-Syarth selanjutnya disebut Hibah bi al-
Syarth adalah pemberian dari satu pihak kepada pihak lainnya yang
dikaitkan dengan adanya persyaratan tertentu, yang apabila
persyaratan dipenuhi maka objek hibah menjadi milik pihak yang
menerima hibah.

11. Wakalah bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada
Perusahaan Asuransi Syariah (wakil) untuk mengelola dana peserta
dengan imbalan (ujrah/fee).

Kedua : Ketentuan Hukum

Produk Asuransi Jabatan, Pemutusan Hubungan Kerja karena
Perusahaan Pailit, dan Pembiayaan PHK diperbolehkan dengan syarat
mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga :  Ketentuan Subyek Hukum

1. Para pihak yang terkait dengan Asuransi Jabatan dan Asuransi PHK
karena pailit adalah:
a. Perusahaan (Pemegang Polis);
b. Peserta (Penerima manfaat); dan
¢. Perusahaan Asuransi Syariah.

2. Para pihak vang terkait dengan Asuransi Pembiayaan PHK adalah:
a. Peserta (Pemegang Polis);
b. Lembaga Keuangan (Penerima manfaat); dan
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c. Perusahaan Asuransi Syariah.

Keempat : Ketentuan Umum Akad dalam Asuransi Jabatan dan Asuransi PHK
Karena Perusahaan Pailit

Akad antara Perusahaan dengan Peserta dalam Asuransi Jabatan dan
Asuranst PHK Karena Perusahaan Pailit adalah akad hibah bi al-syarth,
dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perusahaan memberikan sejumlah dana tertentu kepada Peserta
sebagai hibah bi al-syarth dalam bentuk kontribusi Asuransi Jabatan
atau Asuransi PHK Karena Perusahaan Pailit yang diserahkan
kepada Perusahaan Asuransi Syariah atas nama Peserta.

2. Perusahaan dan Peserta menyepakati syarat dan ketentuan mengenai
hibah bi al-syarth tersebut.

Kelima “+  Ketentuan Akad Produk Asuransi Jabatan

1. Ketentuan Akad dalam Asuransi Jabatan (dengan dana investasi):

a. Akad antara sesama Peserta asuransi syariah adalah akad
tabarru’.

b. Akad antara Perusahaan dengan Perusahaan Asuransi Syariah
dalam mengelola risiko keuangan Pengurus karena berhenti dari
jabatannya adalah akad Wakalah bi al-Ujrah.

¢. Akad antara Peserta dengan Perusahaan Asuransi Syariah untuk
mengelola dana investasi Peserta adalah akad Wakalah bi al-
Ujrah, Mudharabah atau Mudharabah Musytarakah.

2. Ketentuan Akad Asuransi Jabatan (tanpa dana investasi)

a. Akad antara Perusahaan dengan Perusahaan Asuransi Syariah
dalam mengelola risiko keuangan Peserta yang timbul karena
diberhentikan dari jabatannya adalah akad Wakalah bi al-Ujrah.

b. Akad antara sesama Peserta asuransi syariah adalah akad
tabarru’.

Keenam : Ketentuan Akad Produk Asuransi PHK Karena Perusahaan Pailit

1. Akad antara Perusahaan dengan Perusahaan Asuransi Syariah dalam
mengelola risiko keuangan Peserta yang timbul karena berhenti dari
pekerjaan pada perusahaan yang pailit adalah akad Wakalah bi al-
Ujrah

2. Akad antara sesama Peserta asuransi syariah adalah akad rabarru’.

Ketujuh : Ketentuan Akad Produk Asuransi Pembiayaan PHK

1. Akad antara Peserta dengan Perusahaan Asuransi Syariah dalam
mengelola risiko keuangan Peserta yang timbul akibat PHK adalah
akad Wakalah bi al-Ujrah.

Akad antara sesama Peserta asuransi syariah adalah akad rabarru’.
3. Penerima manfaat atas risiko keuangan yang timbul akibat PHK

o]
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Pailit ...
adalah Lembaga Keuangan.
Kedelapan : Ketentuan Perselisthan
Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
a. melalui musyawarah mufakat,
b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan
Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan
Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.
Kesembilan : Ketentuan Penutup
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah
sertadisempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal :23 Dzulhijjah 1443 H
23 Juni 2022 M
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